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ABSTRACT 

The government has designated Protected Rice Fields (LSD) in order to 

fulfill and maintain the availability of rice fields to support national food needs and 

to control the increasingly rapid conversion of rice fields. The determination of LSD 

where problems arise in the form of non-compliance with the Spatial Planning 

(RTR) has impacts in various fields. For this reason, there is a need for 

harmonization between policies in maintaining rice fields for food security and ease 

of doing business in order to maintain a conducive investment climate. The LSD 

and RTR policies have an influence on the issuance of KKPR (Conformity of Space 

Utilization Activities). Therefore, it is necessary to know the impact of LSD and RTR 

discrepancies on current KKPR services in order to achieve a balance between LSD 

and spatial planning and to find out the impact of not agreeing on the factual 

verification of LSD changes in the implementation of the Technical Guidelines for 

Resolving LSD Nonconformities. 

This research aims to determine the level of conformity of LSD with RTRW, 

the impact of LSD and RTRW nonconformity on KKPR services, and provide 

solutions in efforts to resolve the impact of LSD and RTRW discrepancies on KKPR 

services. The research method used is a mixed method, the research strategy used 

is concurrent triangulation, while the data validation method uses source 

triangulation. The data collection techniques used were satellite image 

interpretation, observation, interviews and document study. The data analysis 

technique used is quantitative descriptive analysis with a spatial approach, 

comparative analysis and descriptive analysis. 

  The research results obtained were that the suitability of LSD for RTRW in 

Karanganyar Regency was 14449.04 ha or 66.63%, while the non-conformity area 

was 7237.15 ha or 33.37%. The suitability of LSD with the use of existing rice fields 

in Matesih District is 1092.83 ha or 95.62%, while those that are not suitable are 

50.04 ha or 4.38%. Factors causing the discrepancy between the LSD and the 

RTRW are the lack of synchronization between regulations, the stages of 

determining the LSD have not been carried out properly, and the interests of local 

governments have not been properly accommodated. 

The impact of the LSD and RTRW discrepancies on KKPR services is that 

there are differences in the LSD clauses regarding Land Technical Considerations 

(PTP) which are included in the LSD. PTP in 2022-2024 is 1377, of which LSD is 

627 or 45.5%. There is no real impact on agriculture and development, because 

there is no agreement regarding factual verification of LSD changes in 

Karanganyar Regency. PKKPR which is included in LSD will still be published 

without the LSD entry clause. For the 2024 PKKPR, the LSD clause is included. 

The solution to the disagreement is to evaluate the LSD change verification 

requirements, so that it can accommodate all public interests. If a revision of the 

LSD determination process has been carried out, for local governments that do not 

implement the LSD policy, the forcing clause can take the form of administrative 

sanctions or other forms. The solution to the agricultural and development sectors 

is to immediately carry out an agreement on factual verification of changes to the 

LSD. Recommendations for resolving LSD discrepancies include evaluation of the 

LSD determination process, uniformity of LSD clauses in the PKKPR, regulation of 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan 

masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang 

dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang 

Umum PBB pada September 2015 yang disebut dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).  17 tujuan 

tersebut salah satunya adalah tanpa kelaparan. Melalui laman 

https://sdgs.bappenas.go.id, TPB tanpa kelaparan dibuat sebagai tujuan untuk 

menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta 

meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam mewujudkan ketahanan pangan 

untuk meningkatkan pertanian berkelanjutan diperlukan harmonisasi dalam 

bidang pembangunan. Pembangunan dalam skala nasional maupun daerah,  

menggunakan pendekatan ekonomi makro pada era modern saat ini ini, 

akibatnya menimbulkan kecenderungan terjadinya kesenjangan pembangunan 

tiap daerah yang cukup besar (Kuswandi 2012).  

Pembangunan yang tidak terencana akan menyebabkan perluasan kawasan 

tertentu. Seperti halnya perluasan lahan dari sektor industri yang mengakibatkan 

penyusutan lahan pertanian. Keseimbangan pembangunan wilayah merupakan 

hal yang penting sebagai upaya untuk melestarikan dan menyeimbangkan 

lingkungan. Dampak ketidakseimbangan pembangunan wilayah perlu 

diminimalisir dengan instrumen rencana tata ruang agar pelaksanaannya sesuai 

dengan perencanaan tata ruang yang telah dibuat, kemudian ada mekanisme 

pengendalian pemanfaatan ruang supaya terwujud tertib tata ruang. Tanpa 

instrumen pengendalian tata ruang, lahan pertanian akan menjadi masalah.  

Menurut (Priyono 2011, 207) alih fungsi tanah pertanian telah terjadi sejak 

manusia ada di dunia dengan mengenal berbagai macam aktivitas untuk 

mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti makanan, 
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pakaian, papan, dan sebagainya. Alih fungsi lahan yang masif pada dewasa ini 

menjadi ancaman serius dalam usaha peningkatan produksi pertanian. Adanya 

instrumen dalam menjaga keseimbangan pembangunan wilayah terhadap 

pengendalian alih fungsi lahan pertanian salah satunya melalui kebijakan Lahan 

Sawah yang Dilindungi (LSD). 

Pemerintah Pusat menerbitkan beleid Pengendalian Alih Fungsi Lahan 

Sawah (AFLS) di dalam Perpres No. 59/2019 yang dibuat dengan tujuan berikut: 

(1) Mempercepat penetapan Peta LSD untuk memenuhi dan menjaga 

ketersediaan lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; (2) 

Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat; (3) 

Memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah; dan (4) 

Menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri 

ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1589/SK 

HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.  

Banyaknya Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai kontribusi dalam 

percepatan pembangunan nasional yang tidak terencana dengan baik dapat 

menyebabkan perluasan wilayah pemukiman yang masif. Pembangunan 

pemukiman masif terlebih lagi tanahnya masuk  LSD yang dapat menimbulkan 

permasalahan tambahan. LSD yang ditetapkan di Karanganyar melalui SK 

Kementerian ATR/BPN memasukkan pula, kantor, waduk, permukiman, dan 

pertokoan (Muhammad A.A 2022). Kondisi lahan tersebut, tidak lagi ditanami 

padi, sehingga peta LSD kurang relevan dalam menjadi acuan lahan pertanian 

pangan. Luasan LSD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Kepmen 

ATR/KaBPN Nomor: 1589/SK HK.02.01/XII/2021, adalah 21.782,81 ha, 

sedangkan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 22.268,70 ha. Menurut Perda No. 

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
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Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 rencana Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 23.618 ha. KP2B dimulai dengan 

memasukkan sektor pertanian, yang sangat penting untuk memastikan 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, sehingga KP2B tidak 

hanya terdiri dari sawah tetapi kawasan pertanian pangan dalam mewujudkan 

ketahanan pangan serta menghentikan alih fungsi lahan.  

Kawasan tanaman pangan dan holtikultura merupakan salah satu dari 

kawasan pertanian. Menurut Perda No. 19 Tahun 2019 pada pasal 31 ayat (2) 

komoditas padi dan palawija seluas kurang lebih 20.655 ha dan pasal 31 ayat (3) 

untuk kawasan hortikultura seluas 4741 ha. Dalam penjelasan pada pasal 31 ayat 

2 Perda No. 19 Tahun 2019, yang dimaksud dengan “kawasan tanaman pangan” 

adalah area yang dimaksudkan untuk tanaman pangan di lahan basah disebut 

sawah karena pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis, 

rencana KP2B sawah di dalam RTRW memliki perbedaan luasan sawah dengan 

LSD. Rencana KP2B lebih luas 1127 ha daripada LSD. Terjadinya perbedaan 

luasan tersebut harus dilakukan verifikasi dengan peta penggunaan tanah agar 

sesuai dengan kondisi lapangan, terutama yang terkait dengan penggunaan tanah 

sawah eksisting. KP2B di Karanganyar hingga saat ini belum dilegalisasikan 

dengan peraturan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Berdasarkan berbagai data sawah tersebut, tidak memiliki sinkronisasi dengan 

baik, sehingga menimbulkan dampak terhadap upaya kebijakan terhadap bidang 

pertanian yang akan diambil maupun pelayanan perizinan terhadap adanya 

akselerasi dalam mendukung iklim kemudahan investasi. 

Sebelum adanya penetapan peta LSD, di Kabupaten Karanganyar telah 

menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pertanian 

Daerah, untuk menciptakan pengendalian dalam alih fungsi lahan. Peraturan ini 

juga mendorong untuk menetapkan LP2B dan LSD. Peraturan Daerah Kab. 

Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pertanian Daerah 

menjelaskan bahwa melindungi dan menjamin penyelenggaraan pertanian yang 

berkelanjutan diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dengan 

meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi, 
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degradasi alih fungsi dan fragmentasi lahan menjadi sulit dihindari. Perda Kab. 

Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 berupaya mengintegrasikan kebijakan dalam 

mempertahankan lahan pertanian demi mewujudkan swasembada pangan. 

Penyelenggaraan pertanian di daerah perlu dilaksanakan secara sistematis, 

terarah dan berkesinambungan serta ramah lingkungan. 

 Kabupaten Karanganyar memiliki kebijakan yang berbeda dengan wilayah 

lain terkait dengan ketidaksesuaian antara LSD dengan RTRW. RTRW di 

Kabupaten Karanganyar diatur dengan Perda No. 19 Tahun 2019, sementara 

LSD ditetapakan tahun 2021. LSD seharusnya mengikuti arahan RTRW yang 

lebih dulu ditetapkan, sehingga faktanya LSD banyak tidak sesuai arahan pola 

ruang baik kawasan tanaman pangan, holtikultura yang ada pada RTRW. 

Mengingat timbulnya permasalahan yang ada, pemerintah menerbitkan Petunjuk 

Teknis tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi 

dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, 

Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah. Juknis ini diharapkan menyelesaikan 

permasalahan Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan LSD 

dengan RTRW, KKPR, Izin, Konsesi, dan atau HAT melalui tata kelola yang 

tepat, dapat dilaksanakan dengan baik, efisien, dan optimal. Selain penyelesaian 

ketidaksesuaian, juknis ini juga mengatur kegiatan verifikasi dalam rangka 

perubahan peta LSD dengan dibuatnya berita acara kesepakatan.  

Adanya instrumen juknis penyelesaian ketidaksesuaian LSD, ketika belum 

dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, namun belum ada kesepakatan. Oleh 

sebab itu berita acara kesepakatan hasil verifikasi dalam rangka perubahan LSD 

belum disetujui oleh pihak pemerintah daerah maka terjadi deadlock atau belum 

menemui jalan keluar. Oleh karena itu diperlukan untuk mengetahui  sejauh 

mana pelaksanaan juknis tersebut, serta alasan dan penyebabnya 

ketidaksepakatan atau belum menemui jalan keluar. Berbagai kondisi tersebut 

menarik untuk diteliti karena sebagai wilayah yang terkenal dengan “Bumi 

Intanpari" karena secara geografis memiliki potensi pertanian yang tinggi, 

namun muncul permasalahan ketidaksesuaian LSD dengan RTRW di Kabupaten 

Karanganyar yang dapat menimbulkan dampak bagi pelayanan perizinan 
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terutama dalam pelayanan KKPR. Berdasarkan Permen ATR/KaBPN Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan 

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, Kabupaten Karanganyar yang belum 

tersedia RDTR, maka dalam penerbitan KKPR melalui mekanisme yang 

menggunakan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam Persetujuan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).  

Mekanisme penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) apabila 

terjadi ketidaksesuaian antara LSD dan RTRW mengakibatkan persoalan, 

sehingga perlu dianalisis pelaksanaanya, dampak, serta faktor penyebabnya. Hal 

ini menitikberatkan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang atau izin 

perolehan tanah dengan mekanisme PKKPR, yang dapat membuat pelaku usaha 

maupun pihak berkepentingan yaitu salah satunya investor, perlu jaminan 

kepastian hukum mengenai pelayanan perizinan KKPR. Mengingat kemudahan 

berinvestasi harus berjalan beriringan, sehingga tercipta keseimbangan 

pembangunan wilayah terhadap upaya menjaga ketahanan pangan, sehingga 

diperlukan analisa mendalam mengenai permasalahan ketidaksesuaian LSD 

dengan RTRW dan LSD dengan penggunaan tanah sawah eksisting.  

B. Rumusan Masalah 

Perbedaan kebijakan antara mempertahankan lahan sawah guna ketahanan 

pangan dengan mendukung iklim berinvestasi agar terwujud kemudahan 

berusaha harus diharmonisasikan. Laju alih fungsi lahan yang masif, sehingga 

perlu adanya sinkronisasi ulang dua kebijakan tersebut. Adanya LSD dengan 

RTRW harus sejalan, agar tercipta kesimbangan antara pembangunan wilayah 

dengan tetap mempertahankan upaya pengendalian alih fungsi lahan. Banyaknya 

bidang non sawah yang termuat dalam peta LSD perlu dilihat seberapa besar 

tingkat kesesuaiannya dengan RTRW agar dapat diketahui penyebab dari 

ketidaksesuaiannya. Kondisi penggunaan tanah sawah eksisting dapat melihat 

persebaran sawah di luar LSD. Meskipun LSD terbit setelah penetapan RTRW, 

kenyataan masih banyak persebaran LSD yang tidak sesuai dengan RTRW. 

Ketidaksesuaian antara RTRW dan penggunaan tanah eksisting sawah 

dengan LSD secara normatif telah ada juknis penyelesaiannya, namun ketika 
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juknis tersebut tidak dilaksanakan hingga tahapan akhir akan menyebabkan 

permasalahan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu diketahui faktor-

faktor penyebabnya. Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW serta penggunaan 

tanah eksisting sawah dapat menimbulkan dampak berbagai bidang, seperti 

pembangunan dan pertanian. Untuk itu perlunya solusinya dan rekomendasi 

penyelesaiannya. Dari pernyataan permasalahan di atas dapat dijelaskan 

rumusan masalahnya yaitu: 

1. Bagaimana ketidaksesuaian LSD dengan RTRW di Kabupaten Karanganyar? 

2. Bagaimana dampak dari ketidaksesuaian LSD dengan RTRW terhadap 

Pelayanan KKPR di Kabupaten Karanganyar?  

3. Bagaimana solusi dari dampak ketidaksesuaian LSD dengan RTRW terhadap 

Pelayanan KKPR di Kabupaten Karanganyar? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diambil dalam menjawab ketidaksesuaian LSD dengan 

RTRW tetap menggunakan seluruh wilayah kabupaten. Batasan masalah untuk 

menjawab ketidaksesuaian LSD dengan penggunaan tanah sawah eksisting 

dibatasi satu kecamatan sebagai contoh kasus. Batasan masalah dalam pelayanan 

dalam kegiatan kemudahan berinvestasi hanya dalam Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang (KKPR) terkhusus Persetujuan KKPR (PKKPR),  karena 

Kabupaten Karanganyar belum tersedia RDTR.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:  

a. Mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian LSD dengan RTRW di 

Kabupaten Karanganyar secara sebaran dan luasannya serta faktor dan 

penyebabnya.  

b. Mengetahui dampak dari ketidaksesuaian LSD dengan RTRW serta 

implikasi terhadap berbagai bidang terhadap Pelayanan KKPR di 

Kabupaten Karanganyar. 
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c. Memberikan solusi dalam upaya penyelesaian dalam dampak dari 

ketidaksesuaian LSD dengan RTRW serta implikasi terhadap berbagai 

bidang terhadap Pelayanan KKPR di Kabupaten Karanganyar. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat Akademis 

Dapat memberikan kontribusi secara ilmiah pada kajian informasi terkait 

kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan rencana tata ruang serta 

penggunaan tanah eksisting terhadap pelayanan KKPR. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk Kementerian ATR/BPN dalam perumusan kebijakan terkait 

Lahan Sawah yang Dilindungi sebagai upaya ketahanan pangan, serta 

KKPR dalam akselerasi kemudahan berinvestasi dengan kajian 

dilapangan yang lebih komprehensif agar dapat diwujudkan data sawah 

yang tersinkronisasi dengan baik. 

2) Untuk seluruh pemangku kepentingan, dapat memberikan solusi terkait 

dengan strategi meningkatkan sinergi terhadap pembuatan maupun 

pelaksanaan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah yang 

melibatkan berbagai sektor. 

3) Untuk bahan analisis untuk melakukan evaluasi ataupun tinjauan 

kembali terkait kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap rencana 

tata ruang. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Karanganyar lebih besar daripada 

ketidaksesuaiannya, untuk yang sesuai seluas 14449,04 ha atau sebesar 

66,63% sedangkan yang tidak sesuai seluas 7237,15 ha atau sebesar 

33,37%.  

2. Kesesuaian LSD dengan penggunaan tanah sawah eksisting di Kecamatan 

Matesih lebih besar daripada ketidaksesuaiannya, untuk yang sesuai antara 

sawah eksisting dengan LSD seluas 1092,83 ha atau sebesar 95,62%, 

sedangkan yang tidak sesuai seluas 50,04 ha atau sebesar 4,38 %. 

3. Faktor penyebab ketidaksesuaian LSD dengan RTRW adalah belum adanya 

sinkronisasi antar regulasi, tahapan penetapan LSD belum dijalankan 

dengan baik, dan belum terakomodirnya kepentingan pemerintah daerah 

dengan baik 

4. Dampak ketidaksesuaian LSD dengan RTRW terhadap pelayanan KKPR 

(Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) yaitu  terdapat perbedaan 

klausul LSD terhadap Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang masuk 

LSD dari tahun 2022-2024. Dampak terhadap bidang pertanian dan 

pembangunan secara riil belum ada, karena belum adanya kesepakatan 

terkait verifikasi faktual perubahan LSD di Kabupaten Karanganyar. 

PKKPR yang masuk LSD tetap terbit tanpa klausul masuk LSD. PKKPR 

yang masuk LSD, mulai tahun 2024 ditambah klausul LSD. 

5. Solusi atas ketidaksepakatan adalah dengan evaluasi persyaratan verifikasi 

perubahan LSD agar lebih memudahkan dalam mengakomodir seluruh 

kepentingan umum, termasuk kepentingan pemerintah daerah. Apablia 

revisi proses penetapan LSD telah dilakukan, kepada pemerintah daerah 

yang tidak menjalankan kebijakan LSD, klausul memaksa dapat berupa 

sanksi administratif ataupun bentuk lainnya. Upaya penyelesaian terhadap 

bidang pertanian dan pembangunan adalah untuk segera dilakukan 
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kesepakatan verifikasi faktual terhadap perubahan LSD. Rekomendasi 

penyelesaian LSD adalah evaluasi penyelesaian penetapan LSD yang 

banyak tidak sesuai, penyeragaman klausul LSD dalam PKKPR, pengaturan 

pembagian kewenangan rekomendasi perubahan penggunaan tanah yang 

masuk LSD, dan pemberian insentif yang harus jelas. 

B. Rekomendasi 

1. Meningkatkan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN sebagai 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara 

pemerintahan di daerah yang paling memahami kondisi wilayahnya, 

sehingga kebijakan yang diterbitkan dari pusat tidak bertentangan dengan 

kebijakan pembangunan wilayah daerah. 

2. Evaluasi tahapan penetapan LSD, agar LSD yang akan ditetapkan pada 

tahap selanjutnya secara konkret  terdapat keterlibatan antar lintas sektor 

kementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dapat 

mengakomodir kabupaten/kota sehingga partisipasi daerah menjadi kuat. 

3. Kebijakan LSD ini dapat memberikan tenggat waktu untuk penetapan 

LP2B. LSD harus sinkron dengan LP2B. Jikalau pemerintah daerah lewat 

dari waktu yang dibatasi, maka LSD akan menjadi bahan LP2B ditambah 

dengan lahan pertanian non sawah. 

4. Kebijakan insentif LSD dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

dalam bentuk yang konkret, misalnya dapat diatur dengan dana alokasi 

khusus, dengan tujuan bantuan pertanian, bantuan irigasi, bantuan teknologi 

pertanian. Sedangkan untuk insetif kepada masyarakat perlu ditindaklanjuti 

dengan petunjuk teknis agar lebih jelas dalam pelaksanaan pemberian 

insentifnya. 

5. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah menurut luasan, resiko 

kegiatan maupun aspek lain yang penting, sehingga Kantor Pertanahan dan 

Kantor Wilayah BPN Provinsi juga dapat andil dalam memberikan 

rekomendasi pelepasan LSD 

6. Diharapkan antar lembaga yang terlibat dalam perlindungan sawah dapat 

meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih erat untuk menciptakan 
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kerangka hukum yang jelas agar tercipta harmonisasi antara kemudahan 

investasi dengan menjaga ketahanan pangan. 

7. Dapat dilanjutkan dengan penelitian lanjutan terkait dampak pelaksanaan 

kabupaten/kota lain yang tidak menyepakati verifikasi faktual perubahan 

LSD dan terkait kesesuaian penggunaan tanah dengan LSD pada kecamatan 

lainnya juga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan 

luasan sawah di luar LSD. 
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2022 

Petunjuk Teknis Pertimbangan Teknis Pertanahan, Direktorat Penatagunaan Tanah 

Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN 2022 

Petunjuk Teknis Pertimbangan Teknis Pertanahan, Direktorat Penatagunaan Tanah 

Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN 2023 

Buku Saku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Kementerian 

ATR/BPN, Jakarta Selatan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional 2022,  

Badan Standararisasi Nasional 2010, Klasifikasi penutup lahan, BSN, Jakarta 

Petunjuk Teknis Nomor 10/JUKNIS-700 PP.04.03/IX/2022 tentang Verifikasi Data 

Lahan Sawah Dengan Data Pertanahan dan Tata Ruang dalam rangka 

Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, Jakarta Selatan. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  

Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 tentang Penyelesaian 

Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi Dengan Rencana Tata 

Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, dan/atau 

Hak Atas Tanah, Jakarta Selatan. Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

DPMPTSP Prov. Jawa Tengah 2021, Pemetaan Potensi Dan Peluang Investasi 

Kawasan Peruntukan Industri Di Kabupaten Boyolali, Kabupaten 

Karanganyar, Dan Kabupaten Purbalingga, dilihat pada 15 Februari 2024, 

https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files/Kajian

%20Pemetaan%20Potensi%20dan%20Peluang%20Investasi%20Kawasa

n%20Peruntukan%20Industri%20Kabupaten%20Boyolali%2C%20Kabu

paten%20Karanganyar%2C%20dan%20Kabupaten%20Purbalingga.pdf 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2023, Kabupaten Karanganyar 

Dalam Angka 2023 dilihat pada 6 Maret 2024, 

https://karanganyarkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/14e80eb6cc10ec

8d61567846/kabupaten-karanganyar-dalam-angka-2023.html 

https://karanganyarkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/14e80eb6cc10ec8d61567846/kabupaten-karanganyar-dalam-angka-2023.html
https://karanganyarkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/14e80eb6cc10ec8d61567846/kabupaten-karanganyar-dalam-angka-2023.html
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Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2024, Kabupaten Karanganyar 

Dalam Angka 2023 dilihat pada 6 Maret 2024,  

https://karanganyarkab.bps.go.id/publication/2024/02/28/3a6e4e056b8467

959c174645/kabupaten-karanganyar-dalam-angka-2024.html 

Pusat Data dan Informasi BRIN 2024, Citra Satelit Resolusi  Tinggi SPOT 6 dan 

SPOT 7, Jakarta Pusat 
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